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Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah
Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara
Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1645);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851 );

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Mengingat     : 1.
O

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Refomasi Birokrasi 2010-2025 yang
telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi
Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2010-2014, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Ambon tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015-2019;

Menimbang

WALIKOTA AMBON,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA AMBON
TAHUN 2015-2019

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR- 4^  TAHUN2014

WALIKOTA AMBON
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5.Undang-Undang  Nomor   15  Tahun  2004  tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2007  Nomor  33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor  112, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5038);

9.Undang-Undang  Nomor   12  Tahun  2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor  82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

10.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014  Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

11.Undang-Undang  Nomor   23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

12.Peraturan Pemerintah Nomor  15 Tahun 1955 tentang
Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak
Mengatur  Dan  Mengurus  Rumah Tangganya Sendiri
(Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor  30, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 809);

13.Peraturan Pemerintah Nomor  13 Tahun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Ambon (Lembaran Negara  Tahun  1979  Nomor  20,
Tambahan Lembaran Negara 3137);

14.Peraturan Pemerintah  Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Ambon;

2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Ambon;

3.Walikota adalah Walikota Ambon;
4.Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk

yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi

nasional untuk kurun waktu 2010-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ROAD MAP REFORMASI
OBIROKRASI PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2015-2019.

15.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;

16.Peraturan Presiden Nomor  81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

17.Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

18.Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi  Nomor  37 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Daerah;

19.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kota Ambon Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kota
Ambon Tahun 2006 Nomor 04 Seri E Nomor 03);

20.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008
Nomor 7 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Ambon Nomor 229);

21.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Ambon Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota
Ambon Tahun 2013 Nomor 11 Seri E Nomor 09, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 263);
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5. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Ambon
Tahun 2015 - 2019, adalah rencana kerja rinci dan
berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi
Birokrasi dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

BAB II
TUJUAN
Pasal2

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Ambon
bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi
birokrasi di Pemerintah Kota Ambon agar berjalan secara efektif,
efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan
berkelanjutan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal3

Ruang lingkup peraturan ini adalah Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2015-2019 yang
mencakup 2 hal berikut:

a.Penguatan birokrasi  Pemerintah Kota dalam rangka
pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, koluasi
dan nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan
publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi.

b.Program-program berorientasi hasil, meliputi:

O1. Manajemen perubahan;

2.Penataan peraturan perundang-undangan;

3.Penataan dan penguatan organisasi;

4.Penataan tatalaksana;

5.Penataan sistem manajemen SDM aparatur;

6.Penguatan pengawasan;

7.Penguatan akuntabilitas kinerja;

8.Peningkatan kualitas pelayanan publik;

9.Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
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BON TAHUN 2014 NOMOR

ERU

2014

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal  1^

Diundangkan di Ambon
pa^a tanggal   n !•^••!•

,

O

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.o

BABV
PENUTUP

Pasal 5

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Ambon Tahun
2015-2019 adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturam ini.

BAB IV

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA AMBON

Pasal 4


